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BIODATA

LAHIR . SURABAYA/ S0 TTH YL
JABATAN : KASUBID PENINGKATAN SD
NAMA : ENDYAR PRASETYASTUTI
PENDIDIKANE = S2 (PENGEMBANGAN SDIMV)
DOMISILI - JLLMANYAR JAYA I/A-16,, SBY
PENGALAMAN KERJA : a

- BAPPEDA PROP' JATIIM
- BIRO BANGDA

- BIRO' ORGANISASI

- BPDE

- BIRO SOSIAL

- DINAS PERTANIAN

- BAKESBANG

12/23/2009



Manajemen Bencana
dan
Kedaruratan

12/23/2009

- Prinsip; Dasar |
Penanganan
Bencana

—  Pedoman Umum
Penanggulangan
Bencana ]

— Pelaksanaan
Penanggulangan Bencana

L Evaluasi

engertian
Prinsip; Dasar nis Bencana

Bencana iklus Penanganan
Bencana

Prinsip Dasar Penanganan
Pengungsi (Kerban; Bencana)

Dasar Hukum

Kebljakan dan Strategi
Organisasi dan Mekanisme Kerja
Rencana Kerja Pemerintah



Penanggulangan Bencana

Dilakukan oleh :

3 Domain : - Pemerintan
- SWasta
- Viasyarakat

12/23/2009



Gambaran Resiko Bencana

Ancaman Bahaya (hazard)
Gempa Bumi
Tsunami
Letusan Gunungapi
Banjir
Tanah Lengsor
Kebakaran Hutan dam Lahan
Kekeringan
Epidemi dan Walahi Penyakit
Kebakaran Gedung dan Pemukiman
Kegagalan Teknoelogi
Kerentanan
Kerentanan Fisik
Kerentanan Ekonomi
Kerentanan Sesial
Kerentanan Lingkungan
Kemampuan
Risiko

12/23/2009 5



BENCANA

v
ULAH MANUSIA
Musibah Industri
agalan Teknologi
emaran Lingkungan

ALAM

 BanjirINTERAKSI ALAM D
MANUSIA

O Tanah Longsor
d Letusan Gunu
d Tsunami

O Angin Topan
d Gempa Bumi SI ALAM DAN
0 Kekeringan ANUSIA

d Kebakaran
d Kebakaran Hutan/Haze

d Hama Tanaman

AN aEbah Penyakit °

Kerusuhan

ror/Sabotase



Bencana besar / Sering lerjadi
dir Jawa T

Jenis Bencana Penyehalh

1. Banjir EIselen Hutan

2. Tanah LLongsor IEEDIREmEan Hutan

3. Kebakaran ziizain Mern ISE

4, Konflik Sosial

- elalaian rnzgliEE]
NV SHGRETarau panjang

5. Kebakaran Hutan
Bencana Asap

6. Pencemaran Industri/Pabit NETaksi Ulah Manusia dan Alam

Vital

7. Gempa Bumi/Stunami Gerakan lempeng bumi
12/2:3/2009 7




SIKLUS PENANGGULANGAN
BENCANA

Kesiapsiagaan

112/23/2009



Dasar Hukum;:
1. Undang- undang| Dasar 1945
2. Undang- undang yang terkait dengan PB,
(UU Sumber baya Air, UULingkungan Hidup)
3. UUIRI'No. 24 Thi 2007, tentang Penanggulangan
Bencana e S
4. Peraturan Presiden Rl nommwr 83 tahuld ;6?6___
tentang Pembentukan BAKORNAS PEFss
] gil th 2003, Peajo




BAKORNAS PBP

SATKORLAK PBP

ETARIAT
ORLAK PBP

Proolns

ATLAK PBP

e ¥ [ N i N SN N 10



SATKORLAK PBP PROV JATIM

TUGAS :

Miengkoordinasikan tupaya PB diwilayahnya meliputl kegiatan
pPencegahan, penyelamatan;, renabilitasi dan rekonstirukst.

ORGANISASI :
ISeiliz Gubernur
VWa ’JJ Fetua | 4 Pangdam
Walkdl etua |1 |s&lge ek
,./\/rl"J '/erurn [N Pangarmatim
pfé £l ,IJIJ«lerlerlﬂ akil Gubernur
Aalkil Lakrar | SOERRE
}\/\/' gL a/fﬁ gl Assisten Kesmas Sekda Pro
y \eaerglrb i Bakeshang dan Linmas
Anggota alnsur dinas, TNI/Polri, PMI,
R ' AR, Organisasi Profesi, Dunia
T — saha, llokeh Masyarakat, Pakar, P, LSME




STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KOORDINASI PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
PROPINSI JAWA TIMUR

KETUA

WAKIL KETUA |

WAKIL KETUA 11

PELAKSANA HARIAN
WAKIL LAKHAR |
WAKIL LAKHAR 1

SEKRETARIS
PELAKS. HARIAN

BIDANG - BIDANG

SULUH MITI SIAGA SAR KOMU KAM PIO BAN KESH REHAP REHAP
GASI NIKASI NER SOS SARANA SOSIAL

ANGGOTA

(KEPUTUSAN GUBERNUR NO.188/66/KPTS/013/2006 )



ANGGOTA SATKORLAK PBP PROV JATIM YG TERGABUNG
DUM 11 BIDANG DIKELOMPOKKAN SESUAI TAHAPAN PB

(SKJGUB JATIM NO 188/66/KPTS/013/2006 27 PEB 2006)

s Kelompok Pra Bencana :
- Bidang Penyuluhan/Informasi;
- Bidang Mitigasi/ Penjinakan/Pencegahan;
- Bidang Kesiapsiagaan.
= Kelompok Penanganan Pada saat Bencana :
- Bidang SAR;
Bidang Komunikasi dan Perhubungan/ Angkutan;
Bidang Keamanan,;
Bidang Pioner, Penampungan / Permukiman dan Dapur
Umum;
Bidang Bantuan Sosial;
- Bidang Kesehatan.
= Kelompok penanganan pasca bencana
- Bidang Rehabilitasi sarana dan prasarana;

- Bidang Rehabilitasi Sosial.
12/23/2009
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SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PBP

KAB/KOTA o
KETU : BUPATI/WALIKOTA
WAKIL KETUA | : DANDIM
WAKIL KETUA i : KAPOLRES
SEKRETARIS : SEKDA KAB/KOTA
PELAKSANA HARIAN : WAKIL BUPATI/WALIKOTA

SEK. PELAKSANA HARIAN : KA BADAN/DINAS/KANKESBANG
& LINMAS KAB/KOTA / KA. UNIT

PELAKSANA FUNGSI LINMAS
ANGGOTA . - UNSUR DINAS/KANT. TERKAIT

- UNSUR TNI/POLRI

- PALANG MERAH INDONESIA

- KANTOR SAR DAERAH

- UNSUR ORGS PROFESI

- UNSUR DUNIA USAHA

- TOKOH MASY & PAKAR
122200 - UNSUR MASY LAINNYA/LSM

04>



Lgkukan TANGGAP DARURAT REHABILITASI 1. Catat dan seleksi
Tindakan | dampak bencana
:—|ifmpun data dan | 2. Tentukan
nto metode, cara
Kerahkan Semua dar? Ln?;eri_
Potensi rehabilitasi
Aktifkan semua 3. Lakuk_qn _
sister rehabilitasi
SEEl 4. Pantau Qan
bantuan eval_ua3|

N i kegiatan
Antisipasi rehabilitasi
dampak bencana :

5. Siapkan

Siapkan bantuan rehabilitasi
lanjutan lanjutan

Susun rencana PB 1. Lakukan kajian

Tentukan Plan Of dampak bencana
Action

Himpun sumber
dan potensi

Siapkan peralatan
dan sarana

Siapkan personel

Perkuat jaringan \ A uk aman
kerja

Siapkan Anggaran

| rekomendasi

KESIAPSIAGAAN DAN MITIGAS | RESOSIALISASI DAN RUJUKAN
12/23/2009 POLA KERJA PENANGANAN BENCANA 15



Rencana Aksi

12/23/2009

Pengurangan Risiko Bencana

Pregram pengurangan risiko bencana dijadikan sebagal
prieritas nasional dan daerah dengan didukung oleh sistem
kelembagaan yang kuat.

Melakukani identifikasi, kajian dan pemantauvan risike bencana
dan memperkuat peringatan ain.

Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk
membangun suatu budaya aman dan; ketahanan terhadap
pencana di semua tingkatan.

Mengurangi faktor utama penyehan hencana.

Memperkuat kesiapsiagaan terhadap hencana untuk menjamin
pelaksanaan tanggap darurat yang efektif.

16



UNSUR BNPB" & BPBD

da. penanggulangan’ bencana; dan
b. penanggulangan bencana.

a. pejabat: pemerintah terkait; dan

b. anggotia masyarakat profiesional, ahlii (Fit &
Proper’ DPR).

Tilenaga profiesionall dan ahli

12/23/2009
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a. Badan pada dipimpini oleh
seorang pejabat’ setingkat dit bawah gubernur
atau setingkat

Badan pada tingkat <. dipimpin
oleh seorang pejabat sefingkat dii bawah
bupati/walikota atau setingkat

12/23/2009 18



=

12/23/2009

pelaksana

Koordinasi:;

Komando; dan

Pelaksana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada wilayahnya

19



PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan

Koordinasi

Tidak ada Benca

\> — -Perencanaan PB
-Pengurangan risiko
-Pencegahan
-Pemaduan kedlm Pembangunan
-Pensyaratan analisis risiko bencana
-Peregcanaan tataruang

Pemulihan
-Rehabilitasi
-Rekonstruksi

Komando
12/23/2009 20



PERAN KELEMBAGAAN PB

PENANGANAN BENCANA

KOORD. KOORDI-
PENCEGAHAN <<::i\\\\v////:::;7 NASI

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN TANGGAP
DARURAT

PEMULIHAN

SEKTORAL SEKTORAL

112/23/2009 21



Penyiapan 6 PP dan 2 Perpres

a Pelaksanaan kegiatan PB eleh lembaga internasionall dam; asing non
pemerintah

x Kemudahan akses ) |

s Rehabilitasi

s Rekonstruksi

s Mekanisme pengelelaan dana penanggulangan bencana

s Pengelelaan bantuan

12/23/2009
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HARAPAN

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA BERAZASKAN PRINSIP-PRINSIP
PENANGGULANGAN BENCANA YAITU :

SATU KOMANDO ( ONE COMMAND )
SATU ATURAN  ( ONE RULE)
SATU KORSA ( ONE CORPS)

AGAR TERCIPTA PROSES DAN MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA YANG,
TEPAT SASARAN
TEPAT BANTUAN
CEPAT TINDAKAN
CEPAT PEMULIHAN

2T&2C

12/23/2009
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